BAB V

PENUTUP


5.1.	Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari Pelaksanaan Program / Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kudus antara lain :
1. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan (mulai tahun 2008-2010), yaitu sebesar 97.800 jiwa atau 12,58% pada tahun 2008 menjadi 70.112 jiwa atau 9,02% pada tahun 2010. Namun di tahun 2011 mengalami sedikit kenaikan menjadi 73.591 jiwa (9,45%) yang disebabkan :
a. Tingkat kemiskinan sensitif terhadap perubahan harga barang-barang terutama harga kebutuhan pokok. Kenaikan harga barang yang tidak diimbangi dengan kenaikan tingkat pendapatan yang sesuai bagi masyarakat bawah menyebabkan terjadinya peningkatan persentase penduduk miskin.
b. Standart atau garis kemiskinan yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan bersifat dinamis, artinya garis kemiskinan dapat berubah menyesuaikan dengan perkembangan pola komsumsi masyarakat kelas bawah.
Namun di tahun 2012, tingkat kemiskinan kembali menurun menjadi 8,63 % dengan jumlah penduduk miskin sebesar 68.100 jiwa.
2. Pemerintah Kabupaten Kudus telah menerbitkan Keputusan Bupati Kudus Nomor : 460/84/2013 tanggal 3 April 2013 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Kudus, untuk menyesuaikan kelembagaan sesuai Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
3. Pada Tahun 2012 dan Tahun 2013 hampir seluruh SKPD di Kabupaten Kudus telah mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program pendukung penangulangan kemiskinan (dana APBD Kabupaten Kudus) dan juga didukung oleh dana APBN  maupun APBD Propinsi Jawa Tengah.
4. Inisiatif Pemerintah Kabupaten Kudus dalam mendukung upaya percepatan penanggulangan kemiskinan diwujudkan dalam berbagai bentuk program seperti : Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa (Desa Berkembang), Pengembangan Desa Vokasi, Jamkesda sebagai wujud pendampingan dari program Pemerintah Pusat Jamkesmas, Bantuan beasiswa bagi warga miskin  dan masih banyak program lainnya.
5. Dalam upaya menanggulangi kemiskinan, masih dihadapi berbagai permasalahan baik yang bersifat umu maupun permasalahan khusus, terutama di bidang pembangunan infrastruktur, bidang pendidikan, bidang kesehatan, perumahan maupun ekonomi.

5.2. Rekomendasi
Beberapa rekomendasi yang dapat diambil dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kudus antara lain :
1. Perlu adanya kesatuan data penduduk miskin (by name by addres) sebagai dasar penentuan target sasaran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Dalam hal ini telah ada Data Basis Terpadu dari Pusat, yaitu TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) yang mengharapkan agar setiap SKPD dalam pelaksanaan program terkait penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial diharapkan menggunakan data hasil PPLS 2011 yang telah dilaksanakan survey oleh BPS setempat dan diverifikasi oleh TNP2K.
2. Perlu adanya intervensi wilayah dalam penentuan lokasi sasaran program/kegiatan penanggulangan kemiskinan, terutama bagi Desa/Kelurahan yang masih kategori merah (di Kabupaten Kudus ada 21 Desa), sesuai hasil pemilihan dari TNP2K. 
3. Perlu adanya sinergitas dan harmonisasi berbagai program/kegiatan penanggulangan kemiskinan terutama yang berkaitan penentuan fokus dan lokus dengan mempertimbangkan dimensi kewilayahan.
4. Perlu dipertimbangkan pembentukan sebuah lembaga/badan khusus yang menangani masalah kemiskinan dan pengangguran baik di tingkat Kabupaten yang diberi kewenangan untuk melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan sesuai tingkatannya.
5. Perlu dikaji kembali kebijakan yang berdampak terhadap ketidakseimbangan alokasi anggaran untuk kepentingan politik dengan alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan.
6. Perlu adanya komitmen dan konsistensi Pemerintah Kabupaten Kudus dalam percepatan penurunan jumlah penduduk miskin yang diarahkan untuk mendukung pencapaian target nasional, propinsi dan MDG’s.
7. Perlu peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih dengan mengadakan pelatihan yang terfokus pada analisis program pencapaian penanggulangan kemiskinan yang dipergunakan untuk pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan secara kewilayahan, sekaligus sebagai bahan evaluasi dan pelaporan.
8. Perlu adanya pertemuan secara rutin/periodik baik di tingkat TKPK Kabupaten Kudus maupun konsultasi dan koordinasi dengan TKPK Propinsi Jawa tengah dan TNP2K Pusat guna membahas perkembangan penanganan kemiskinan.

Laporan Kinerja TKPK Kabupaten Kudus Tahun 2013	Page 152
